
 

 

 

  

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR 13 TAHUN 2019  

  

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA  TANGERANG, 

 

Menimbang   : a. bahwa bahwa Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 

21 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial namun dalam 

pelaksanaannya masih perlu dilakukan penyempurnaan, 

maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu 

diadakan perubahan; 

b. bahwa   berdasarkan  pertimbangan sebagaimana   

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial; 

 

 

 

 

 



Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang  tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3518); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 465); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);  

 



15. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah 

Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 

Nomor 23); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN    WALI KOTA     TENTANG    PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 

23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 

Nomor 23), diubah sebagai berikut 

 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat 

(5a) dan ayat (6) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut : 

  

Pasal 6 

 

(1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah Lainnya; 



c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah ; dan/atau; 

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia.  

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada 

instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/atau 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah 

kerjanya berada di Daerah. 

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam 

mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

(5a) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka 

untuk meneruskan Hibah yang diterima dari Pemerintah.  

(6) Hibah kepada Badan, Lembaga sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan atau 

Lembaga : 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial  yang  telah 

memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan 

oleh Menteri Dalam negeri, Gubernur dan/atau Wali 

Kota; 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial  

kemasyarakatan            berupa                     kelompok 



masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui 

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui 

pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi 

vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum yayasan atau organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan 

yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

Kementerian Hukum dan HAM sesuai peraturan 

perundang-undangan.  

 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga 

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 

 

 

Pasal  10 

 

(1) BUMN/BUMD, Badan dan Lembaga,  Organisasi 

Kemasyarakatan mengajukan permohonan belanja hibah 

permohonan melalui sistem aplikasi hibah bantuan 

sosial pada situs web resmi Pemerintah Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

selanjutnya diunduh oleh Pemohon Hibah dibubuhi 

cap/stempel dan ditandatangani oleh : 

a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain 

Instansi/satuan Kerja bagi Pemerintah; 

b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya; 

c. Direktur atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan 

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) khusus untuk permohonan rawan melanjutkan 

pendidikan, seperti siswa miskin yang tidak diterima di 



sekolah negeri disalurkan ke sekolah swasta, 

disampaikan kepada Wali Kota disesuaikan dengan 

jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru. 

(4) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan 

dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD 

perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi 

kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang 

mendesak untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa melalui 

aplikasi hibah bansos. 

 

3. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal  59 

 

Khusus untuk pemberian hibah berupa uang yang 

bersumber dari dana transfer, hibah kepada Pemerintah, 

Pemerintah Daerah lainnya, hibah berupa barang, bantuan 

sosial berupa barang dan bantuan sosial yang diusulkan 

Kepala SKPD pengelola bantuan sosial dilakukan melalui 

mekanisme penganggaran APBD dan penganggaran APBD-P 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. permohonan disampaikan secara tertulis; dan 

b. rekomendasi pertimbangan dilakukan oleh SKPD teknis 

terkait. 

 

 

Pasal II 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 



 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang 

pada tanggal 30 April 2019  

  

    WALI KOTA TANGERANG, 

 

          Cap/Ttd 

 

                                                                        ARIEF R.WISMANSYAH 

 

 

 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal   30 April 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

                        

                         Cap/Ttd 

 

                 DADI BUDAERI 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 19 

 

 

 

 

 


